ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
di Wilayah Desa dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber
Daya Air dan Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus di Desa Tunjung
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar” ditulis oleh Rudyat Afillya (NIM.
1860103221040), dengan pembimbing Nurush Shobahah. M.H.I.
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Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan vital dalam
menunjang kehidupan masyarakat dan termasuk kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi secara adil dan berkelanjutan. Pemenuhan hak atas air bersih menjadi
tanggung jawab negara yang pelaksanaannya dilimpahkan hingga ke tingkat
pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya pengelolaan sumber daya air di
tingkat desa masih menghadapi berbagai permasalahan. Di Desa Tunjung,
Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, pengelolaan sumber daya air mengalami
kendala berupa keterbatasan anggaran yang dikelola oleh perangkat desa dalam
mewujudkan distribusi air bersih, lemahnya pengawasan, serta kondisi infrastruktur
DAM yang kurang terawat sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan
air kepada masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran
Pemerintah Desa Tunjung dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah desa; dan
(2) bagaimana kesesuaian peran tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2019 tentang Sumber Daya Air serta perspektif figh siyasah. Penelitian ini bertujuan
untuk (1) Menganalisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya air
sekaligus (2) Menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai
figh siyasah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan, pengawasan, serta kondisi
infrastruktur sumber daya air di Desa Tunjung. Analisis data dilakukan secara
deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2019 dan konsep figh siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Pemerintah Desa Tunjung
dalam pengelolaan sumber daya air telah dijalankan melalui pengaturan distribusi
air, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan infrastruktur pengairan desa.
Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan anggaran desa,
lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, serta infrastruktur
DAM yang kurang terawat, sehingga distribusi air bersih belum merata dan belum
sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. (2) Kesesuaian peran Pemerintah
Desa Tunjung dengan UU No. 17 Tahun 2019 dan perspektif figh siyasah
menunjukkan bahwa secara normatif pengelolaan sumber daya air telah sejalan
dengan asas kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Dalam perspektif figh siyasah,
pengelolaan sumber daya air merupakan amanah kepemimpinan yang harus
diwujudkan berdasarkan prinsip maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). Namun
demikian, belum optimalnya pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur
menunjukkan perlunya penguatan tanggung jawab moral dan administratif

pemerintah desa agar pengelolaan sumber daya air dapat lebih berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat.
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ABSTRACT

The thesis entitled “The Role of the Village Government in the Management of
Water Resources in Village Areas from the Perspective of Law Number 17 of
2019 on Water Resources and the Perspective of Figh Siyasah (A Case Study
in Tunjung Village, Udanawu District, Blitar Regency)” was written by
Rudyat Afillya (Student ID: 1860103221040) under the supervision of Nurush
Shobahah, M.H.I.

Keywords: Village Government, Water Resources Management, Figh Siyasah,
Human Rights, Public Welfare.

Water is a natural resource that plays a vital role in supporting community
life and constitutes a basic necessity that must be fulfilled in a fair and sustainable
manner. The fulfillment of the right to clean water is the responsibility of the state,
the implementation of which is delegated down to the village government level.
However, in practice, water resources management at the village level still faces
various challenges. In Tunjung Village, Udanawu District, Blitar Regency, water
resources management encounters obstacles such as limited village budget
allocation for clean water distribution, weak supervision, and poorly maintained
dam infrastructure, which results in suboptimal water services for the community.

The research problems formulated in this study are: (1) how the role of the
Tunjung Village Government is carried out in managing water resources within the
village area; and (2) how this role aligns with Law Number 17 of 2019 on Water
Resources and the perspective of figh siyasah. This research aims to (1) analyze the
role of the village government in water resources management and (2) assess its
conformity with positive law provisions and the values of figh siyasah.

This study employs a qualitative method with a case study approach. Data
were collected through interviews, observations, and documentation related to
policies, supervision, and the condition of water resource infrastructure in Tunjung
Village. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method by
linking field findings with Law Number 17 of 2019 and the concept of figh siyasah.

The results of the study indicate that: (1) the role of the Tunjung Village
Government in water resources management has been implemented through
regulating water distribution, providing services to the community, and managing
village irrigation infrastructure. However, its implementation has not been optimal
due to limited village budget, weak supervision over water resource utilization, and
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inadequately maintained dam infrastructure, resulting in uneven clean water
distribution that has not fully met community needs. (2) The conformity of the
Tunjung Village Government’s role with Law Number 17 of 2019 and the
perspective of figh siyasah shows that, normatively, water resources management
aligns with the principles of utility, justice, and sustainability as stipulated in Law
Number 17 of 2019. From the perspective of figh siyasah, water resources
management constitutes a leadership trust (amanah) that must be realized based on
the principle of maslahah ‘ammah (public welfare). Nevertheless, the lack of
optimal supervision and infrastructure maintenance indicates the need to
strengthen the moral and administrative responsibilities of the village government
so that water resources management can be more oriented toward community
welfare.
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